
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI DKI JAKARTA 

 
 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 2 (Dua) 

Provinsi  : DKI Jakarta 

Pimpinan Sidang 1  : Abdul Malik Sadat Idris, ST, M.Eng 

Pimpinan Sidang 2 : Rosy Wediawaty 

Notulis Aplikasi : Aditya Widya Pradipta 

Notulis Offline : Muhammad Audi Daffi 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI 

Jakarta 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

1. Direktorat Transportasi 

2. Direktorat Perumahan dan Permukiman 

3. Direktorat Sumber Daya Air 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

1 Pembangunan 

MRT Jakarta 

North-South Fase 

2A (Bundaran HI 

- Kota) 

6.3 6.3 km Provinsi DKI Jakarta Kementerian Perhubungan 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

 

 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Infrastruktur Konektivitas 

Transportasi Jabodetabek 

Prasarana Bidang Konektivitas 

Perkeretaapian 

Stasiun Kereta Api 

Jabodetabek 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

-  

Kementerian Perhubungan:  

-  

Dit. Transportasi:  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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2 Pembangunan 

MRT East-West 

Fase 1 Tahap 1 

(Tomang - 

Medan Satria) 

29.8 29.8 km Provinsi DKI Jakarta Kementerian Perhubungan 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Infrastruktur Konektivitas 

Transportasi Jabodetabek 

Prasarana Bidang Konektivitas 

Perkeretaapian 

Stasiun Kereta Api 

Jabodetabek 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- MOD JICA sudah ditandatangan 🡪 

menuju loan agreement.  

- Sedangkan ADB tidak ada MOD. 

Sekarang sedang consultation 

meeting. 

- Appraisal ADB di pertengahan tahun 

2025 

- Kemenkeu ingin melakukan loan 

signing MOD di Indonesia di Bulan 

Mei 

Kementerian Perhubungan:  

-  

Dit. Transportasi:  

- Sstatusnya sudah secured karena 

tercantum di blue book dan green 

book 

- Loan dari JICA dan ADB sudah ada. 

Bagian JICA untuk yang di 

underground, sedangkan ADB di 

bagian elevated. 

- Loan JICA sudah sampai LOAN 

negotiaton dan agreement. 

Sedangkan ADB masih berproses 

loannya. Hal ini tidak jadi masalah 

karena pembangunannya untuk 

yang JICA dulu 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

3 Pembangunan 

Jakarta 

Sewerage 

System (JSS) 

Zona 1 Paket 1 - 4 

4 4 unit Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggara an Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat Skala 

Regional 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

-  

Kementerian PUPR:  

-  

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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4 Persiapan 

Pembangunan 

Sambungan 

Rumah (SR) 

Jakarta 

Sewerage 

System (JSS) 

Zona 1 Paket 1 - 4 

4 0 unit Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak.  

Jika ingin 

melalui Inpres, 

harus 

menunggu 

Inpres tahun 

selanjutnya 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggara an Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat Skala 

Regional 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- Membutuhkan bantuan sambungan 

sebanyak 220 ribu yang dikerjakan 

dalam beberapa tahun.  

- Tahun 2024, dibutuhkan dukungan 

sebanyak 1.139 sambungan 

- 1 sambungan rumah sekitar 10 juta 

rupiah 

- Sambungan zona 1-4 merupakan 

Loan JICA, sedangkan zona 5 dan 6 

pemda 

- Warga belum terlalu aware dengan 

air limbah sehingga kmai mau 

mendorong agar aware dengan 

kualitas septic tank. Jika hanya 

Kementerian PUPR:  

-  

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

- Saat rakortek di bahas lebih lanjut 

- Pemda sepakat untuk diusulkan 

melalui pendanaan lainnya, seperti 

hibah 

- Pengusulan melalui mekanisme 

inpres air limbah sudah tutup 

diakhir maret lalu 
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mengandalkan masyarakat untuk 

membayar, akan memberatkan 

mereka. 

- Berdasarkan PUPR, usulan ini 

merupakan bagian dari paket 4 

(konstruksi jaringan perpiaan di pilot 

area: kec. penjaringan). Kami 

berasumsi pilot dikerjaan semua 

oleh pusat, namun ternyata tidak 

sampai ke rumah warga (hanya 

sampai titik terluar) 

- Apakah bisa diajukan hibah inpres 

 
Pimsid 
- Ini masih masuk kewenangan 

daerah sehingga tidak bisa melalui 

APBN. Dicoba dulu saja 

menggunakan APBD secara dicicil 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

5 Pembangunan 

STP (Sludge 

Treatment Plant) 

atau IPL (Instalasi 

Pengolahan 

Lumpur) JSS 

Zona 1 

1 1 unit Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 
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Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggara an Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat Skala 

Regional 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

-  

Kementerian PUPR:  

-  

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

6 Pembangunan 

STP (Sludge 

Treatment Plant) 

atau IPL (Instalasi 

Pengolahan 

Lumpur) JSS 

Zona 6 

1 1 unit Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggara an Sanitasi 

yang Layak 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik Terpusat Skala 

Regional 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- A 

-  

Kementerian PUPR:  

- A 

-  

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

- A 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

7 Pembangunan 

SPAM Karian 

Serpong 

1 0 unit Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak  

(Usulan 

dipindah ke 

Direktorat SDA) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 

Pengembangan Jaringan Air 

Tanah dan Air Baku 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Sarana dan Prasarana Air Baku 

Karian Serpong yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- Usulan SPAM Karian dan rusun 

muara angke ditunda karena 

kondisi di lapangan masih 

bermasalah terkait asset 

- Terkait lokasinya dan masalahnya 

apa masih diidentifikasi 

 
Pimsid: 

- Proyek ini sudah berjalan selama 12 

tahun, karena bagian dari PSN, 

diperlukan koordinasi dan 

sinkronisasi di lapangan. 

Kementerian PUPR, BPIW:  

- Pipa di hulu masih dalam tahap 

pembebasan lahan, selesainya di 

tahun ini.  

- Rencana mulai pembangunan 

SPAM di tahun 2025. 

- Sudah dibahas di konreg  

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

- Berdasarkan pembahasan di 

rakortek terdapat kendala dari 

parung Panjang ke Jakarta belum 

tersambung. Sehingga ini masuk 

ke lingkup SDA 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

8 Normalisasi Kali 

Ciliwung 1 1 paket Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 

17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 

Pengendalian Banjir, Lahar, 

Pengelolaan Drainase Utama 

Perkotaan, dan Pengaman 

Pantai 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Prasarana pengendali daya 

rusak air yang direhabilitasi 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

-  

Kementerian PUPR:  

-  

Dit. Sumber Daya Air:  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

9 Penambahan 

Alat Pantau 

Penurunan 

Tanah DKI 

Jakarta 

5 5 unit Provinsi DKI Jakarta 
Kementerian Energi Dan 

Sumber Daya Mineral 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 

17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Mitigasi dan 

Pelayanan Geologi 

Mitigasi dan Pelayanan 

Kebencanaan Geologi 

Sarana Bidang Pencarian, 

Pertolongan, dan Penanganan 

Bencana 

Sistem Mitigasi Bencana 

Geologi Yang Dikembangk an 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI DKI JAKARTA 

 
Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- A 

-  

Kementerian ESDM:  

- A 

-  

Dit. SDEMP:  

- A 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

10 Rehabilitasi IPAS 

TPST 

Bantargebang 

1 0 lokasi Provinsi DKI Jakarta 
Kementerian Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan 

Ditolak. 

Diusulkan 

melalui 

mekanisme 

DAK dan 

pindah usulan 

ke PUPR 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Kualitas Lingkungan 

Hidup 
Pengelolaan Sampah 

Sarana Bidang Pertanian, 

Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup 

Fasilitas Penanganan Sampah 

terbangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- IPAS 1 sudah tidak dapat beroperasi 

karena tertimbun sampah, sehingga 

perlu dilakukan rehabilitasi. 

- Tahun 2024 terdapat perencanaan 

untuk penggabungan IPAS 1 dan 2 

- Butuh bantuan dari APBN 

Cipta Karya, PUPR:  

- Pada saat konreg tidak terbahas 

karena tujuan awalnya ke KLHK, 

bukan ke PUPR 

- Aset sudah dimiliki pemda sehingga 

tidak masuk dalam program OPOR 

PUPR 

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

-  
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- Rencana ada 3 titik IPAS. 

 
Dinas LH Provinsi DKI Jakarta: 
- Keperluan kapasitas sedang kajian 

oleh dinas LH. Kapasitas sesuai 

dengan kapasitas IPAS 1, yaitu 500-

700 m3. Kebutuhan anggaran 

sebesar 15m. 

- Kondisi IPAS 1 tertimbun sampah, 

sehingga yang beroperasi hanya 

IPAS 2 dan 3. IPAS 2 akan 

ditingkatkan kapasitasnya dan 

digabung dengan IPAS 1 (lokasinya 

ada di IPAS 2) 

 

- Masih belum tau apakah akan 

terdapat OPOR tahun depan atau 

tidak 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

11 Pengadaan SPKU 

di wilayah 

perbatasan 

Jakarta dengan 

Pemda sekitar 

6 6 unit Provinsi DKI Jakarta 
Kementerian Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan 

Diakomodir. 

Catatan sesuai 

rakortek 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 

17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Pemantauan Kualitas 

Lingkungan 
Data dan Informasi Publik 

Data dan Informasi Kualitas 

Udara Manual 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

-  

Kementerian LHK:  

-  

Dit. Lingkungan Hidup:  

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

12 Pembangunan 

Rumah Susun 

Muara Angke 

1 0 lokasi Provinsi DKI Jakarta 

Kementerian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan 

Rakyat 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 
15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggara an Permukiman 

dan Bangunan Gedung 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Pembangunan Baru Kawasan 

Permukiman 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda Provinsi DKI Jakarta:  

- Aset sudah ada tapi perubahan 

peruntukannya belum siap 

- RCnya belum siap 

 
Pimsid 
- Jika sudah ada dananya, dapat 

dialihkan ke daerah yang lebih siap 

dan membutuhkan, seperti depok, 

tangeran, dan bekasi 

BPIW Kementerian PUPR:  

- Berdasarkan hasil konreg, 

diusulkan masuk ke SIBARU 

- Luas rusun untuk MBR minimal 

3280m2 dan sesuai ketentuan 

 

Dit. Perumahan dan Permukiman:  

 

 

 

3. REKAPITULASI 

 

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Diakomodir 8 

Ditolak 4 

Tidak Terbahas 0 

 


